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P  U  T  U  S  A  N 
Nomor24/Pdt.G/2023/PNKdi. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadiliperkara-

perkaraperdata pada tingkatpertamatelahmenjatuhkanputusansepertitersebut 

dibawahini, dalamperkaraantara:  

Herman Umar, bertempattinggal di Jalan Kolonel Sugiono Palm Mas 

Residence, Kel. Wundudopi, Baruga, Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara, 

selanjutnyadisebutsebagai -------------------------

Penggugat; 

BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 12 

Februari 2023,yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 

Register Nomor:207/Pdt/2023/PNKdi. 

Tertanggal 15 Maret 2023,memberikan kuasa 

kepadaSyahiruddin Latif, S.H., M.H, Tajudin 

Sido, S.H., M.H., Narni, S.H., Asran, S.H., dan 

Kelig Firmanto Rifai, S.H., M.H para advokat 

pada Kantor Hukum “SYAHIRUDDIN LATIF, 

SH., M.H & REKAN” yang beralamat di Jalan 

Idhata/SMA 11 No. 3 KelurahanBonggoeya, 

KecamatanWua-wua, Kota Kendari, Provinsi 

Sulawesi Tenggara,selanjutnyadisebutsebagai-

-------------------------Kuasa Hukum Penggugat; 

M  e  l  a  w  a  n 

DODI RAMOSTA SITEPU, NIK : 6271033101730003, yang beralamat di Jl. 

Piranha XII Induk No. 3 Kelurahan Bukit 

Tunggal KecamatanJekang Raya Kota 

Palangkaraya, Kalimantan 

Tengah,selanjutnyadisebutsebagai ----------------

-------------------Tergugat 

1;TergugatmemberikankuasakepadaMUHAMA

D SUHANDRI, S.H., M.H.Li. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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adalahAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor 

Advokat dan Konsultan Hukum BARON 

HARAHAP &PARTNERS yang beralamat di 

Jalan MT. Haryono Kompleks Ruko dan 

Perkantoran Bank BCA Kendari No.11 Wua-

Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Telp/Hp: 0878 4206 9892, Electronic 

Court: Muhamad Suhandri.Berdasarkan Surat 

Kuasa Khusustertanggal 28 Maret 2023 yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Kendari Register 

Nomor:296/Pdt/2023/PNKdi., tertanggal 5 April 

2023,selanjutnyadisebutsebagai---------------

Kuasa Hukum Tergugat 1; 

Ir. Andi Sololipu, bertempattinggal di Jl. D.I Panjaitan PerumahanThe Villas 

Blok 1 No. 3, Kel. Wundudopi, Baruga, Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara, 

selanjutnyadisebutsebagai -------------------------

Tergugat 2; 

TergugatmemberikankuasakepadaMUHAMAD 

SUHANDRI, S.H., M.H.Li. 

adalahAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor 

Advokat dan Konsultan Hukum BARON 

HARAHAP & PARTNERS yang beralamat di 

Jalan MT. Haryono Kompleks Ruko dan 

Perkantoran Bank BCA Kendari No.11 Wua-

Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Telp/Hp: 0878 4206 9892, Electronic 

Court: Muhamad Suhandri.Berdasarkan Surat 

Kuasa Khusustertanggal9 Maret 2023 yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Kendari Register 

Nomor:206/Pdt/2023/PNKdi., tertanggal 15 

Maret 2023,selanjutnyadisebutsebagai------------

---Kuasa Hukum Tergugat 2; 

Pengadilan Negeri tersebut;  

Telah mendengarketerangan para pihak yang berperkara;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Telah membacabukti-buktisuratsertamendengarketerangansaksi-saksi 

daripihakPenggugat maupun Tergugat yang diajukan di mukapersidangan; 

Telah memperhatikansegalasesuatunyaselamapemeriksaan di 

persidangan;  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwaPenggugatmelalui Kuasa Hukumnyadalam Surat 

Gugatannyatanggal15 Februari 2023 yang telahdidaftar di 

KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari tanggal16 Februari 2023 dengan 

register PerkaraNomor: 24/Pdt.G/2023/PNKdi., 

telahmengajukangugatanperbuatanmelawanhukumdenganalasan-

alasansebagaiberikut:  

1. Bahwa pada sekitarbulan Agustus 2020 sampaidenganbulan Juli 2021 

bertempat di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, 

Penggugattelahmenerima / meminjam uang kepadaTergugat I yang 

diwakili oleh Tergugat II sesuai SPPKM 

(akandijadikanbuktidipersidanganini). 

2. Bahwaadapunbesarpinjaman yang diperoleh oleh 

Penggugatkeseluruhanadalahsebesar Rp. 12.000.000.000 (Dua Belas 

Miliyar Rupiah) untukdipergunakansebagai modal usahadibidangNiaga 

Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dan Pertambangan di wilayah 

Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. 

3. Bahwadaripinjamana 

quoPenggugatberkewajibanmemberikankeuntungankepadaTergugat II 

sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar dua Ratus Juta Rupiah) 

perbulanatau 10 % Perbulan dan 

jikamengakhiriperjanjiankerjasamamakaPenggugatakanmengembalikanp

injamankredit uang yang diterimadariTergugat. 

4. BahwasetelahberjalanusahaPenggugatselamakuranglebih12 

bulanPenggugattelahmenyetor dana kepadaTergugat I melaluiTerguggat 

II sebesar Rp. 6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh 

Juta Rupiah). 

5. Bahwasejakbulan Agustus 2021 

usahaPenggugattidakberjalanlancarkarenakegiatanpenambangannikeltid

ak normal dan sebagian Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) Penggugat 

yang ada pada Rekanan juga belumterbayarkankePenggugat, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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makaPenggugattidakdapatlagimembayar utang kepadaTergugat I 

melaluiTergugat II. 

6. Bahwa oleh karenaPenggugattidaklagimembayarsetoransejaktanggal 23 

Juli 2022, makaTergugat I  melaluiTergugat II melakukanpemanggilan 

dan memintaPenggugatuntukmenandatangani Surat 

pernyataantanggungjawabmengembalikansejumlah dana sebesar Rp. 

12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah), ditambah Rp. 

1.200.000.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) jadi total yang 

harusdibayar oleh Penggugatkepada Para Tergugatsebesar Rp. 

13.200.000.000.- (tiga Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan 

samasekalitidakmemperhitungkan dana yang 

Penggugatsudahbayarsebanyak Rp. 6.950.000.000,- (Enam Milyar 

Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pernyataan yang 

akandijadikanbuktidipersidanganini. 

7. BahwaseharusnyaPenggugathanyaberkewajibanmembayarsisa utang 

denganmemperhitungkan dana yang telahdisetorPenggugatsebesar Rp. 

6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) 

dengankeuntunganwajarsebesar 13% 

pertahundenganrincianyaknipokoksebesar Rp. 5.050.000.000,- (Lima 

Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) ditambahdengankeuntunganterbesar 13 

% pertahunyakni    Rp. 1.560.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam 

Puluh Juta Rupiah) jadi total sebesar Rp. 6.610.000.000,- (Enam Milyar 

Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).  

8. BahwatindakanTergugat I dan Tergugat II yang 

memaksaPenggugatuntukmengembalikanseluruhKredit yang 

telahdiambiltanpamemperhitungkan dana yang 

PenggugattelahsetortersebutadalahbertentangandenganUndang-

undangsebagaimana salah satudarisyaratperjanjiandalampasal 1320 

KUHPerdatayaitusuatusebab yang tidakterlarang 

“pinjamandengankewajibanmengembalikan 10% Per 

bulanbertentangandengan Bunga Bank Tertinggilazimnyayaknimaksimal 

13 % Pertahunatauterlarangkarena sangat memberatkanPenggugat. 

Maka berdasarkansegalaapa yang terurai di 

atasPenggugatmohondenganhormatkiranyaPengadilan Negeri Kendari 

berkenanmemutuskan: 

PRIMAIR: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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1. Menyatakanperbuatan para 

TergugatmemberikanpinjamandengankewajibanPenggugatharusmember

ikankeuntungankepada para Tergugatsebesar Rp.1.200.000.000.- (Satu 

Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) perbulanatau 10 % 

keuntunganperbulandari total pinjaman Rp. 12 .000.000.000.- (Dua 

Belas Milyar Rupiah) adalahPerbuatanMelawan Hukum. 

2. Menyatakantidaksah SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) 

No. 114 / ENM / 14-2021, Tanggal 8 Mei 2021. 

3. Menyatakantidaksah Surat Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021. 

4. MenyatakanhukumPenggugatberkewajibanmembayarsisa utang 

denganmemperhitungkan dana yang telahdisetorPenggugatsebesar Rp. 

6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) 

dengankeuntunganwajarsebesar 13% 

pertahundenganrincianyaknisisapokoksebesar Rp. 5.050.000.000,- (Lima 

Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) ditambahdengankeuntunganterbesar 13 

% pertahunyakni Rp. 1.560.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam 

Puluh Juta Rupiah) jadi total utang sebesar Rp. 6.610.000.000,- (Enam 

Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah). 

5. Menghukum Para Tergugatuntukmembayarbiayaperkaraini. 

6. MenyatakanputusaninidapatdijalankanlebihdahulumeskipuntimbulVerzet

atau Banding  

SUBSIDAIR: 

Dalam peradilan yang baikmohonkeadilan yang seadil-adilnya. 

 

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telahditentukan,  

Penggugatdan Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya; 

Menimbang, bahwaMajelis Hakim telahmengupayakanperdamaian 

diantara para pihakmelaluimediasisebagaimanadiaturdalam Perma Nomor 1 

Tahun 2016tentangProsedurMediasi di PengadilandenganmenunjukSdr. Arya 

Putra NegaraKutawaringin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari 

sebagai Mediator; 

Menimbang, bahwaberdasarkanlaporan Mediator tanggal5 April 2023, 

upayaperdamaiantersebuttidakberhasil; 

Menimbang, bahwa oleh 

karenaitupemeriksaanperkaradilanjutkandenganpembacaanSuratGugatan yang 

isinyatetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Menimbang, bahwaatasgugatanPenggugattersebut, Tergugat 1dan 

Tergugat 2 melalui Kuasa Hukumnya 

telahmengajukanJawabannyatertanggal17 Mei 2023sebagaiberikut: 

JawabanTergugat 1; 

A. DALAM EKSEPSI 

1. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK/TIDAK BERITIKAD BAIK 

- Bahwasebelumpemeriksaanpokokperkarapersidangangugatan/per

mohonanPerdatakhususnya pada Pengadilan Negeri, 

diwajibkanbagi Para 

Pihakuntukterlebihdulumenyelesaikanpermasalahanmelaluijalurme

diasi yang dibantu oleh seorang mediator. Wajibnya proses 

mediasia 

quosecaraimperativediaturdalamketentuanPeraturanMahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi Di 

Pengadilan (PERMA Mediasi); 

- Bahwa proses mediasiperkaraa quo, MajelisHakim  telahmenunjuk 

mediator pada Pengadilan Negeri Kendari yakni Yang Mulia ARYA 

PUTRA NEGARA K, S.H., M.H.; 

- Bahwain casutelahdilaksakan 1 (satu) kali proses mediasi oleh 

mediator yakni pada tanggal 5 April 2023. Upaya 

mediasitersebutgagalkarenatidaktercapaikesepatakansertapihakpri

nsipal PENGGUGAT tidaksekalipunhadir. Padahal, para pihak yang 

berperkaradiwajibkanhadirsecaralangsungmengikutimediasi, 

sebagaimanaketentuanPasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi, diatur: 

Pasal 6: “Para 

PihakwajibmenghadirisecaralangsungpertemuanMediasid

enganatautanpadidampingi oleh kuasahukum”. 

- Bahwamemangbenardalam PERMA 

Mediasidiberikanpengecualian (eksepsional) atasketidakhadiran 

para pihaksepanjangalasannyasahsebagaimanaketentuanPasal 6 

ayat (3) dan (4) PERMA Mediasi, yang menentukan:  

Pasal 6 ayat (3): “Ketidakhadiran para pihaksecaralansungdalam 

proses 

mediasihanyadapatdilakukanberdasarkanalasan 

yang sah”. 

Pasal 6 ayat (4): “Alasan sahsebagaimanadimaksud pada ayat (3) 

meliputiantara lain: a). Kondisikesehatan yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tidakmemungkinkanhadirdalampertemuanMedias

iberdasarkansuratketerangandokter; b). Di 

bawahpengampuan; c). 

Mempunyaitempattinggal, 

kediamanataukedudukan di luar negeri; atau d) 

Menjalankantugas negara, 

tuntutanprofesiataupekerjaanyang 

tidakdapatditinggalkan.” 

- Bahwadalamperkaraa quo, atasbeberapaalasan yang 

menjadieksepsionalmengenyampingkankewajibanhadirnya para 

pihak pada proses mediasisebagaimanaketentuanPasal 6 PERMA 

Mediasi, tidaksatu pun yang dipenuhi oleh PRINSIPAL 

PENGGUGAT, sehinggakeadaandemikianharusdiartikanbahwa 

PENGGUGAT mangkirdenganalasan yang tidakjelas; 

- Bahwaselanjutnya, melaluieksepsiini kami sampaikanbahwasaat 

proses mediasiberlangsung, PENGGUGAT hanyadiwakili oleh 

Kuasa Hukumnyadenganmenggunakan Surat Kuasa 

Khusustertanggal 12 Februari 2023 atausuratkuasa yang sama 

yang digunakanuntukmengajukangugatanperkaraa quo, 

bukansuratkuasabaru yang 

sifatnyakhususuntukmenghadirimediasidengankewenangankuasah

ukumuntukmengambilkeputusansebagaimanaketentuanPasal 18 

ayat (3) PERMA Mediasi. Kami kutipketentuanPasal 18 ayat (3) 

PERMA Mediasi, yakni: 

Pasal 18 ayat (3): “dalamhal para 

pihakberhalanganhadirberdasarkanalasansahse

bagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (4), 

kuasahukumdapatmewakili Para 

PihakuntukmelakukanMediasidenganmenunjukk

ansuratkuasakhusus yang 

memuatkewenangankuasahukumuntukmengam

bilkeputusan.” 

- Bahwamenurut TERGUGAT I, tindakanPrinsipal PENGGUGAT 

yang tidakmenghadirimediasitanpaalasan yang 

sahsebagaimanaketentuanPasal 6 PERMA Mediasi dan juga 

tidakmemberikansuratkuasakhususuntukmenghadirimediasikepada

Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 April 2023 sebagaimanaPasal 18 
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ayat (3) PERMA Mediasiberkonsekuensihukum PENGGUGAT 

dapatdikualifikasisebagai PENGGUGAT beritikadburuk; 

- Bahwakarena PENGGUGAT 

terkualifikasisebagaiPenggugatberitikadburuksebagaimana PERMA 

Mediasi, makaberalasanhukumbagiMajelis Hakim yang 

mengadiliperkaraa quo menyatakangugatan PENGGUGAT 

tidakdapatditerima(niet on vankeligdjeverklaard). 

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) 

1.1. Bahwa PENGGUGAT 

tidakmemilikikepentinganataukedudukanhukum(legal standing in 

persona)untukmengajukangugatandalamperkara aquo; 

1.2. Bahwa PENGGUGAT dalammelakukanPerjanjianPinjamanKredit 

Modal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

bukansebagaipribadinya, melainkanmewakili PT. Energi Nusantara 

MandiridalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama PT. Energi 

Nusantara Mandiri; 

 

1.3. Bahwaberdasarkanketerangan TERGUGAT II yang 

disampaikankepada TERGUGAT I, sekiranya pada adaawaltahun 

2020 PENGGUGAT yang merupakanDirektur Utama PT Energi 

Nusantara Mandiri (PT ENM) menawarkankerjasamakepada 

TERGUGAT II. Tawarantersebutdalambentuk:  TERGUGAT II 

memberikanpenyertaan modal usahasebagaipinjaman/kredit modal 

usahauntukkegiatanNiaga BBM Industri dan Pertambangan PT 

ENM. Sebagaikompensasiataspemberianpinjaman modal tersebut, 

PenggugatsebagaiDirektur Utama PT. ENM 

menjanjikankeuntungan(sharing profit) 10% (sepuluhpersen) 

kepada TERGUGAT II setiapbulannyadari total pinjaman/kredit 

modal usahakepada PT ENM. Sharing profit 

tersebutakandibayarkansetiapbulannyakepada TERGUGAT II, 

denganketentuansharing profitakanberhentidibayarkanbilamana PT 

ENM telahmelunasipokokpinjamankredit modal usaha yang 

dimaksud; 

Selanjutnyaberdasarkanhaltersebutkemudian TERGUGAT II 

menghubungi TERGUGAT I untukmenyampaikantawarandari 

Disclaimer
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PENGGUGAT sebagaiDirektur Utama PT. ENM dan 

mengajaknyabergabungikutsertadalampenyertaan modal tersebut; 

1.4. Bahwakerjasamatersebutkemudiandituangkandalam 2 (dua) Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal yang selaludiperbaharui oleh 

PENGGUGAT selakuDirektur Utama PT ENM, setiap kali 

memintatambahanPinjaman Modal kepada TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

1.5. Bahwaakumulasipinjamankredit modal PT ENM kepada 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemudiandituangkandalam 2 

(dua) Surat Perjanjianyaitu: 

a. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/V-2021 

sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah) tertanggal 

8 Mei 2021; dan 

b. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 

tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- 

(empatmilyar rupiah). 

1.6. BahwaperjanjianPinjamandibuatatasnama PT. Energi Nusantara 

Mandiri, menggunakanklausulabakudari PT. Energi Nusantara 

Mandiri dan pinjaman modal di kirimkanmelaluirekeningperusahaan 

PT. Energi Nusantara Mandiri (akandilampirkandalambuktisurat); 

1.7. Bahwahubunganperikatan yang 

timbuldalamPerjanjianPinjamanKredit Modal 

tersebuthanyaterjadiantara PT. ENM diwakili oleh PENGGUGAT 

sebagaiDirektur Utama PT ENM dengan TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

1.8. Bahwagugatana quodiajukan PENGGUGAT 

mewakilikepentinganpribadinyasebagaisubjekhukum, 

PENGGUGAT tidakmewakili PT ENM selakuDirektur Utama PT. 

ENM. Hal man telahditegaskan oleh PENGGUGAT 

dalamsuratkuasanya dan didalamgugatana quo pada halpertama; 

1.9. Bahwa PENGGUGAT 

sebagaipribaditidakmemilikikepentinganhukumdalamperkaraa 

quokarenaperjanjiandilakukanantara PT. ENM dengan TERGUGAT 

I dan TERGUGAT II. Sekalipun PENGGUGAT 

ikutbertandatangandalamperjanjiana quonamun PENGGUGAT 

bertindakuntuk dan atasnama PT. ENM selakuDirektur Utama PT. 

ENM bukanbertindakuntuk dan atasnamanyasendirisecarapribadi; 
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1.10. Bahwamenurut M. Yahya Harahap, di dalambukunya yang berjudul 

Hukum Acara Perdatahalaman 111 s.d 136, yang pada 

intinyamengatakan: 

“yangbertindaksebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-

benarmemilikikedudukan dan kapasitas yang tepatmenuruthukum. 

Keliru dan salah bertindaksebagai PENGGUGAT 

mengakibatkangugatanmengandungcacatformil. Cacat formil yang 

timbulataskekeliruanataukesalahanbertindaksebagai PENGGUGAT 

inilah yang dikatakansebagai error in persona”; 

1.11. Bahwaselainitupenegasanperihallegal standing 

dapatdibacasebagaimanaYurisprudensiMahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang 

menyatakan“Gugatandariseseorang yang 

tidakberhakmengajukangugatanharusdinyatakantidakdapatditerima.

”; 

1.12. Bahwakarena PENGGUGAT 

tidakmemilikikepentinganhukumdenganrasio alas hak yang 

dijadikandasarmengajukangugatantelahbatalatautidaksah, 

makaberalasanhukumbagiMajelis Hakim yang memeriksa, 

memutus dan mengadiliperkaraa quountukmenyatakangugatan 

PENGGUGAT tidakdapatditerima (NietOntvankelijkeVerklaard). 

2. GUGATAN KABUR 

2.1. Bahwagugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT 

mengandungketidakjelasan, tidakcermat dan kabur. Hal 

inidisebabkankarenaterdapatdisharmoniantaraposita dan petitum 

pada gugatan PENGGUGAT; 

2.2. Bahwadalampositagugatannya PENGGUGAT 

menguraikanperbuatanhukum yang seolah-olahdilakukan oleh 

dirinyasecara personal, sedangkan di 

dalampetitumnyamemintauntukmembatalkanperjanjiankerjasamaan

tara PT Energi Nusantara MandiridenganTERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

2.3. Bahwa PENGGUGAT menyebutkanKreditPinjaman Modal sebesar 

Rp. 12.000.000.000,- (dua belasmiliar) dan sharing profit 10 % 

(sepuluhpersen) yaitusebesar Rp. 1.200.000.000,- 

(satumiliarduaratusjuta rupiah) antara PENGGUGAT dengan  

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT I melalui 

Disclaimer
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TERGUGAT II tidakpernahmemberikanKreditPinjaman Modal 

kepada PENGGUGAT secara personal. TERGUGAT I melalui 

TERGUGAT II memberikankreditpinjamankepada PT. ENM pada 

saatitumemangdiwakili oleh PENGGUGAT selakuDirektur Utama 

PT. ENM namunbukankepada PENGGUGAT secara Personal; 

2.4. Bahwa PENGGUGAT 

dalampetitumnyamemintauntukMenyatakantidaksah SPPKM (Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 

Mei 2021, 

sementaradalampositaPenggugattidakpernahmenguraikanhubunga

nhukumantara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

dengan SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 

114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021; 

2.5. Bahwa SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 

114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021 itutidakpernahada, 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

tidakpernahterlibatdalamperjanjiantersebut. 

Bahkanjika yang dirujuk oleh PENGGUGAT 

adalahPerjanjianPinjamanKredit Modal antara PT ENM dengan 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II makaseharusnya PENGGUGAT 

menyebutkan 2 (dua) Surat Perjanjianyaitu: 

a. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 

sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah) tertanggal 

8 Mei 2021; dan 

b. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/V-2021 

tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- 

(empatmilyar rupiah). 

Namundalamgugatana quo PENGGUGAT jelas-

jelasmenegaskanbahwa PENGGUGAT 

mewakilidirinyasendiribukanmewakili PT Energi Nusantara Mandiri. 

2.6. Bahwa PENGGUGAT jelastidakteliti dan 

tidakcermatinginmembatalkanperjanjian yang tidakpernahada, 

kemudiandengansengajamenarik TERGUGAT I 

sebagaipihakdalamperkarainisementara TERGUGAT I 

samasekalitidakpernahmelihat dan juga 

tidakmemilikihubungandengan SPPKM (Surat 
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PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 

Mei 2021. (vide: petitumGugatan PENGGUGAT angka 2); 

2.7. Bahwa PENGGUGAT 

dalampetitumnyamemintauntukmenyatakantidaksah Surat 

Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021, sementara PENGGUGAT 

tidakpernahmenguraikanhubunganhukumantara Surat Pernyataana 

quodengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I, atausetidak-

tidaknya PENGGUGAT menguraikanisidalam Surat 

Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021 tersebutsehingga 

TERGUGAT I dapatmemahami dan mengertiapamaksuddari 

PENGGUGAT inginmembatalkan Surat Pernyataana quo; 

2.8. BahwaberdasarkanYurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 720 

K/Pdt/1997 tertanggal 09 Maret 1999 yang isinyasebagaiberikut: 

“Petitumsuatugugatanharusdidasarkan dan didukung oleh 

positum/dalil-dalilgugatannya yang diuraikansecarajelas, 

sehinggaakannampakadanyahubungan yang berkaitansatusama 

lain denganpetitumnya. Bilamanahubunganantara positum 

denganpetitumtidakadaatautidakjelas, 

makamenjadikangugatantersebutadalahkabur, sehinggamenurut 

Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitasdemikianitu, 

harusdinyatakantidakdapatditerima”; 

2.9. Bahwaberdasaratasuraian di atas dan 

mengacukepadaYurisprudensiMahkamah Agung RI a quo, 

membuktikanjikagugatan PENGGUGAT kabur dan tidakjelas 

(obscuur libel), sehinggagugatan PENGGUGAT 

patutuntukdinyatakantidakdapatditerima (nietontvankelijkverklaard). 

B. DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa TERGUGAT I menolakseluruhdalil-dalilgugatan PENGGUGAT, 

kecualiterhadaphal-hal yang telahdiakuisecarategas oleh TERGUGAT I; 

2. Bahwamohoneksepsidianggapmenjadisatukesatuandenganjawabandala

mpokokgugatanini; 

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyatakantidakbenardalilgugatan 

PENGGUGAT pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan 

“Penggugattelahmenerima/meminjam uang kepada TERGUGAT I yang 

diwakili oleh TERGUGAT II sesuai SPPKM” denganalasan: 

3.1. Bahwa PENGGUGAT mengajukangugatan a quo 

dalamkapasitashukumnyasebagaipribadibukansebagaiDirektur 
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Utama PT Energi Nusantara Mandiri, 

halinisebagaimanadapatditilikdalamuraianSubjekPenggugat pada 

halaman 1 yakni PENGGUGAT 

tidakbertindakdalamkapasistashukumnyasebagaiDirektur Utama PT 

Energi Nusantara Mandiri; 

3.2. Bahwa TERGUGAT I tidakpernahmewakilkankepada TERGUGAT 

II untukmemberikanpinjamankredit modal dengan PENGGUGAT 

(Herman Umar); 

3.3. Bahwa TERGUGAT I hanyapernahmewakilkankepada TERGUGAT 

II sekaitandenganmelakukanperjanjianpinjamankredit modal 

dengan PT Energi Nusantara Mandiri (diwakili oleh 

DirekturUtamanyayakni Herman Umar/ PENGGUGAT); 

3.4. BahwaPerjanjianPinjamanKredit Modal aquo yang 

menunjukkanpihakPeminjam/PenerimaPinjaman Modal 

Kreditadalah PT Eenergi Nusantara Mandiri yang diwakili oleh 

Direktur Utama Herman Umar (PENGGUGAT) dapatdilihat pada 2 

(dua) Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal dan 1 (satu) 

suratpernyataanDirektur PT Energi Nusantara Mandiri, yakni: 

▪ Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021, 

tertanggal 8 Mei 2021. Dalam suratperjanjian aquo disebutkan 

Herman Umar/PENGGUGAT selakuDirektur PT energi 

Nusantara Mandiritelahmenerimapinjaman uang dari 

TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.4.000.000.000 

(EmpatMiliar Rupiah) terhadappinjamantersebut, PT 

EnergiNusantara Mandiriakanmemberikankeuntungan 

Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya; 

▪ Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, 

tertanggal 22 Mei 2021. Dalam suratperjanjiana quodisebutkan 

HERMAN UMAR (PENGGUGAT) selakuDirektur PT energi 

Nusantara Mandiritelahmenerimapinjaman uang dari 

TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.8.000.000.000 

(DelapanMiliar Rupiah), dan  terhadappinjamantersebut, PT 

Energi Nusantara 

Mandiriakanmemberikanakanmemberikankeuntungan 

Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya; 

▪ Surat PernyataanDirektur Utama PT Energi Nusantara 

Mandiritertanggal 24 Agustus 2021. Dalam 
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suratpernyataantersebut, Direktur Utama PT Energi Nusantara 

Mandiriyakni Herman Umar (PENGGUGAT) 

menyatakanakanmembayarkankeuntungansenilai 

Rp1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah) paling 

lambat 3 (tiga) bulansetelahpinjamanpokoksenilai 

Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) dibayarkan. 

3.5. Bahwauntukmenunjukkan yang 

menjadisubjekpenerimapinjaman/peminjam modal kreditadalah PT 

Energi Nusantara Mandiriselaintermuatdalam Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 8 

Mei 2021 dan 22 Mei 2021 serta Surat PernyataanDirektur Utama 

PT Energi Nusantara Mandiritertanggal 24 Agustus 2021, dana 

pinjamankredit modal aquo pada proses pengirima dana 

dimaksudkerekening PT Energi Nusantara Mandiri (Bank BCA 

NomorRekening 7245994222); 

4. Bahwa TERGUGAT I menolakdalilgugatan PENGGUGAT angka 2 

halaman 2 bahwa “besarpinjaman yang diperoleh oleh PENGGUGAT 

keseluruhanadalahsebesar Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Miliyar 

Rupiah) untukdipergunakansebagai modal usahadibidangNiaga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) Industri dan Pertambangan di wilayah Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Tengah” sebabsubjek yang 

melakukanperjanjianpinjamankredit modal adalahantara PT Energi 

Nusantara Mandiri dan TERGUGAT I (yang diwakili oleh TERGUGAT II); 

5. BahwakarenasubjekpeminjamdalamPerjanjianPinjamanKredit Modal 

adalah PT Energi Nusantara Mandirimakaseharusnya PENGGUGAT 

dalammengajukangugatana quobertindakuntuk dan atasnama PT Energi 

Nusantara Mandirisebagaimanakedudukan PENGGUGAT 

dalamaktapendirian PT Energi Nusantara MandiriadalahDirektur Utama 

(vide: aktapendirian Perseroan terbatas PT Energi Nusantara 

MandiriNomor 93 Tanggal 07 September 2015, yang dibuat oleh 

NotarisA.WidyaArungRaya,S.H,M.Kn); 

6. Bahwatidakadanyahubunganhukum proses perjanjiankredit modal antara 

PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dapatdilihat 

pada petitumgugatanangka 2 yang menyatakan “tidaksah SPPKM (Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 

2021”. Permintaan PENGGUGAT melaluigugatannya yang 

memintapembatalan Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 
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114/ENM/14-2021adalah permintaan yang mengada-

adasebabsuratpernjanjiankredit modal tersebuttidakpernahada. 

Perjanjianpinjmaankredit modal antara PT Energi Nusantara 

Mandiridengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, 

terakhirdituangkandalam Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal 

No.114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 Mei 2021 dan Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei 

2021; 

7. Bahwakarenapihak yang melakukanperjanjianpinjamankredit modal 

adalah PT Energi Nusantara Mandiridengan TERGUGAT I melalui 

TERGUGAT II makaseluruhdalil PENGGUGAT 

dalampokokperkaraangka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8  

menjaditidakrelevanuntukdijawab, sehinggaberalasanhukumbagiMajelis 

Hakim yang memeriksaperkara aquo menolakgugatan PENGGUGAT; 

8. Bahwamelaluijawabanini, kami 

menyampaikankronologiskerjasamaperjanjianpinjamankredit modal 

antara PT Energi Nusantara Mandiridengan TERGUGAT I (melalui 

TERGUGAT II) adalahsebagaiberikut: 

▪ Bahwaberdasarkanketerangan yang TERGUGAT II 

sampaikankepada TERGUGAT I, sekiranya pada awaltahun 2020 

Herman Umar dalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama PT. ENM 

menawarkankerjasamakepada TERGUGAT II. 

Tawarantersebutdalambentuk:  TERGUGAT II 

memberikanpenyertaan modal usahasebagaipinjaman/kredit modal 

usahauntukkegiatanNiaga BBM Industri dan Pertambangan PT ENM. 

Sebagaikompensasiataspemberianpinjaman modal tersebut, 

PENGGUGAT menjanjikankeuntungan (sharing profit) 10% 

(sepuluhpersen) kepada TERGUGAT II setiapbulannyadari total 

pinjaman/kredit modal usahakepada PT ENM. Sharing profit 

tersebutakandibayarkansetiapbulannyakepada TERGUGAT II, 

denganketentuansharing profitakanberhentidibayarkanbilamana PT 

ENM telahmelunasipokokpinjamankredit modal usaha yang 

dimaksud; 

▪ Bahwaberdasarkanhaltersebut TERGUGAT II menghubungi 

TERGUGAT I menyampaikanperihaltawaranDirektur Utama PT ENM 

(HERMAN UMAR) dan 

mengajaknyabergabungikutsertadalampenyertaan modal tersebut; 
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▪ Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalumemberipinjaman 

(penyertaan modal usaha) kepada PT ENM. Jumlahpinjaman modal 

usaha yang diberikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PT 

ENM sejumlah Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar). Jumlah 

uang tersebutdiserahkan TERGUGAT II kerekening Bank BCA 

Cabang Kendari atasnama PT Energi Nusantara Mandiri No. Rek : 

7245994222 dan Rekening Bank Mandiri Cabang Kendari atasnama 

Herman Umar (PENGGUGAT). Penyerahan uang 

tersebutdilakukandengancara transfer dan setorantunai; 

▪ Bahwadari total pinjamankredit modal kepada PT. ENM senilai Rp.13 

Miliaradalah modal bersamaantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. 

Darii total Rp.13 Miliara quo dana (uang) yang bersumberdari 

TERGUGAT I senilai Rp. 1 Miliarsedangkandari TERGUGAT II 

senilai Rp.12 Miliar. 

Meskipundemikianuntukefektifitasperjanjianpinjaman modal kepada 

PT. ENM hanyamenggunakan 1 (satu) pihakdalamhalini TERGUGAT 

I sebagaimanatermuatdalambuktiperjanjian (akandihadirkan pada 

saatpembuktiansurat); 

▪ BahwaPemberianpinjaman modal usahakepada PT ENM 

dilakukanmulaidiberikansejak Agustus 2020 hingga Juni 2021. 

Setiappengiriman uang dilakukan, Direktur Utama PT. ENM 

selaludatangkepada TERGUGAT II 

membuatrevisiperjanjianpinjamankredit modal, dan 

terakhirpernyataanpinjaman modal usahasecarakumulatifsenilai 

Rp.12.000.000.000,00,- (dua belasmiliar rupiah) (vide: Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 

Mei 2021 dan Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-

2021, tertanggal 22 Mei 2021), dan PENGGUGAT selakuDirektur 

Utama PT ENM 

membuatbentuksuratpernyataanakanmengembalikanpinjamankredit 

modal tersebutsebagaimanapernyataantertanggal 24 Agustus 2021; 

▪ Bahwahinggajawabaninidiajukan, PT ENM 

belummengembalikanpokokpinjamankredit modal, 

namuntelahmambayarkanpembagiankeuntungansejumlah 

Rp.6.940.000.000,- (enammiliarsembilan ratus empatpuluhjuta 

rupiah), denganuraiansebagaiberikut: 
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- Dari total pokokpinjamansenilai 13 Miliar, yang 

dikembalikanPokok modal adalahsenilai Rp.1 Miliar. Modal yang 

dikembalikaniniadalahkhususuntukpinjaman modal 

usahapertama kali (Agustus 2020) senilai 1 Miliar; 

- Jumlah Sharing Profit selamamenggunakan modal usaha yang 

bersumberdaripinjamantersebutadalah Rp.5.940.000.000,- (lima 

miliar Sembilan ratus empatpuluhjuta rupiah); 

- Sisa Pinjaman Modal Usaha yang 

dijanjikannamunbelumdikembalikanadalahsebesar 

Rp.12.000.000.000,- (dua belasmiliar rupiah). 

- Sharing profit (pembagiankeuntungan) 

tidakdibayarkansesuaikesepakatanyakni 10 % (sepuluhpersen) 

setiapbulannyadaripokokpinjaman. 

9. Bahwakarena PENGGUGAT beritikadtidakbaik, 

tidakmemilikikepentingan (kedudukanhukum), dan gugatankabur, 

makaberalasanhukumbagimajelis hakim yang memeriksaperkaraa 

quomenyatakangugatantidakdapatditerima (NietOn Van 

KeligdjeVerklaard); 

10. Bahwakarenagugatandiajukantanpaalasanhukum yang jelas dan 

tidakdisertai oleh bukti yang kuat dan menyakinkan, 

berlalasanhukumgugatana quodinyatakan di tolak; 

11. Bahwa oleh karenagugatan PENGGUGAT didasarkanatasbukti yang 

tidaksahatautidakberalasanhukum, makasesuaiketentuanPasal 181 HIR 

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkaraa 

quomenghukum PENGGUGAT untukmembayarbiayaperkara yang 

timbuldariperkaraini; 

BerdasarkanseluruhuraianJawaban, baikdalameksepsimaupunpokokperkara di 

atas, TERGUGAT I memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim yang 

menanganiperkara a quo berkenaanmemeriksa, mengadili dan 

memutusperkaraperdatain litissebagaiberikut: 

I. DALAM EKSEPSI 

- MenerimaEksepsi TERGUGAT I; 

- MenyatakanGugatan Tidak DapatDiterima (NietOn Van 

KeligdjeVerklaard). 

II. DALAM POKOK PERKARA 

- Menolakgugatan PENGGUGAT untukseluruhnya; 

- MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkara 
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Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan 

memutusperkaraa quomempunyaipertimbanganlain, mohonputusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

JawabanTergugat 2; 

C. DALAM EKSEPSI 

2. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK/TIDAK BERITIKAD BAIK 

- Bahwasebelumpemeriksaanpokokperkarapersidangangugatan/per

mohonanPerdatakhususnya pada Pengadilan Negeri, 

diwajibkanbagi Para 

Pihakuntukterlebihdulumenyelesaikanpermasalahanmelaluijalurme

diasi yang dibantu oleh seorang mediator. Wajibnya proses 

mediasia 

quosecaraimperativediaturdalamketentuanPeraturanMahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi Di 

Pengadilan (PERMA Mediasi); 

- Bahwa proses mediasiperkaraa quo, MajelisHakim  telahmenunjuk 

mediator pada Pengadilan Negeri Kendari yakni Yang Mulia ARYA 

PUTRA NEGARA K, S.H., M.H.; 

- Bahwain casutelahdilaksakan 1 (satu) kali proses mediasi oleh 

mediator yakni pada tanggal 5 April 2023. Upaya 

mediasitersebutgagalkarenatidaktercapaikesepatakansertapihakpri

nsipal PENGGUGAT tidaksekalipunhadir. Padahal, para pihak yang 

berperkaradiwajibkanhadirsecaralangsungmengikutimediasi, 

sebagaimanaketentuanPasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi, diatur: 

Pasal 6: “Para 

PihakwajibmenghadirisecaralangsungpertemuanMediasid

enganatautanpadidampingi oleh kuasahukum”. 

- Bahwamemangbenardalam PERMA 

Mediasidiberikanpengecualian (eksepsional) atasketidakhadiran 

para pihaksepanjangalasannyasahsebagaimanaketentuanPasal 6 

ayat (3) dan (4) PERMA Mediasi, yang menentukan:  

Pasal 6 ayat (3): “Ketidakhadiran para pihaksecaralansungdalam 

proses 

mediasihanyadapatdilakukanberdasarkanalasan 

yang sah”. 

Pasal 6 ayat (4): “Alasan sahsebagaimanadimaksud pada ayat (3) 

meliputiantara lain: a). Kondisikesehatan yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 19dari 46HalamanPutusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi. 

 

tidakmemungkinkanhadirdalampertemuanMedias

iberdasarkansuratketerangandokter; b). Di 

bawahpengampuan; c). 

Mempunyaitempattinggal, 

kediamanataukedudukan di luar negeri; atau d) 

Menjalankantugas negara, 

tuntutanprofesiataupekerjaanyang 

tidakdapatditinggalkan.” 

- Bahwadalamperkaraa quo, atasbeberapaalasan yang 

menjadieksepsionalmengenyampingkankewajibanhadirnya para 

pihak pada proses mediasisebagaimanaketentuanPasal 6 PERMA 

Mediasi, tidaksatu pun yang dipenuhi oleh PRINSIPAL 

PENGGUGAT, sehinggakeadaandemikianharusdiartikanbahwa 

PENGGUGAT mangkirdenganalasan yang tidakjelas; 

- Bahwaselanjutnya, melaluieksepsiini kami sampaikanbahwasaat 

proses mediasiberlangsung, PENGGUGAT hanyadiwakili oleh 

Kuasa Hukumnyadenganmenggunakan Surat Kuasa 

Khusustertanggal 12 Februari 2023 atausuratkuasa yang sama 

yang digunakanuntukmengajukangugatanperkaraa quo, 

bukansuratkuasabaru yang 

sifatnyakhususuntukmenghadirimediasidengankewenangankuasah

ukumuntukmengambilkeputusansebagaimanaketentuanPasal 18 

ayat (3) PERMA Mediasi. Kami kutipketentuanPasal 18 ayat (3) 

PERMA Mediasi, yakni: 

Pasal 18 ayat (3): “dalamhal para 

pihakberhalanganhadirberdasarkanalasansahse

bagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (4), 

kuasahukumdapatmewakili Para 

PihakuntukmelakukanMediasidenganmenunjukk

ansuratkuasakhusus yang 

memuatkewenangankuasahukumuntukmengam

bilkeputusan.” 

- Bahwamenurut TERGUGAT II, tindakanPrinsipal PENGGUGAT 

yang tidakmenghadirimediasitanpaalasan yang 

sahsebagaimanaketentuanPasal 6 PERMA Mediasi dan juga 

tidakmemberikansuratkuasakhususuntukmenghadirimediasikepada

Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 April 2023 sebagaimanaPasal 18 
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ayat (3) PERMA Mediasiberkonsekuensihukum PENGGUGAT 

dapatdikualifikasisebagai PENGGUGAT beritikadburuk; 

- Bahwakarena PENGGUGAT 

terkualifikasisebagaiPenggugatberitikadburuksebagaimana PERMA 

Mediasi, makaberalasanhukumbagiMajelis Hakim yang 

mengadiliperkaraa quo menyatakangugatan PENGGUGAT 

tidakdapatditerima(niet on vankeligdjeverklaard). 

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) 

3.1. Bahwa PENGGUGAT 

tidakmemilikikepentinganataukedudukanhukum(legal standing in 

persona)untukmengajukangugatandalamperkara aquo; 

3.2. Bahwa PENGGUGAT dalammelakukanPerjanjianPinjamanKredit 

Modal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

bukansebagaipribadinya, melainkanmewakili PT. ENERGI 

NUSANTARA MANDIRI dalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama 

PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI; 

3.3. Bahwa Pada awaltahun 2020, PENGGUGAT yang 

merupakanDirektur Utama PT Energi Nusantara Mandiri (PT. ENM) 

menawarkankerjasamakepada TERGUGAT II. 

Tawarantersebutdalambentuk:  TERGUGAT II 

memberikanpenyertaan modal usahasebagaipinjaman/kredit modal 

usahauntukkegiatanNiaga BBM Industri dan Pertambangan PT. 

ENM. Sebagaikompensasiataspemberianpinjaman modal tersebut, 

PenggugatsebagaiDirektur Utama PT. ENM 

menjanjikankeuntungan(sharing profit) 10% (sepuluhpersen) 

kepada TERGUGAT II setiapbulannyadari total pinjaman/kredit 

modal usahakepada PT ENM. Sharing profit 

tersebutakandibayarkansetiapbulannyakepada TERGUGAT II, 

denganketentuansharing profitakanberhentidibayarkanbilamana PT 

ENM telahmelunasipokokpinjamankredit modal usaha yang 

dimaksud; 

Berdasarkantawarantersebut TERGUGAT II 

selanjutnyamenghubungikawannyayaitu TERGUGAT I 

menyampaikanperihaltawaran PENGGUGAT sebagaiDirektur 

Utama PT. ENM dan 

mengajaknyabergabungikutsertadalampenyertaan modal tersebut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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3.4. Bahwakerjasamatersebutkemudiandituangkandalam 2 (dua) Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal yang selaludiperbaharui oleh 

PENGGUGAT selakuDirektur Utama PT. ENM, setiap kali 

memintatambahanPinjaman Modal kepada TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

3.5. Bahwaakumulasipinjamankredit modal PT. ENM kepada 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemudiandituangkandalam 2 

(dua) Surat Perjanjianyaitu: 

c. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/V-2021 

sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah) tertanggal 

8 Mei 2021; dan 

d. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 

tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- 

(empatmilyar rupiah). 

3.6. BahwaperjanjianPinjamandibuatatasnama PT. ENERGI 

NUSANTARA MANDIRI, menggunakanklausulabakudari PT. 

ENERGI NUSANTARA MANDIRI dan pinjaman modal di 

kirimkanmelaluirekeningperusahaan PT. ENERGI NUSANTARA 

MANDIRI (akandilampirkandalambuktisurat); 

3.7. Bahwahubunganperikatan yang 

timbuldalamPerjanjianPinjamanKredit Modal 

tersebuthanyaterjadiantara PT. ENM diwakili oleh PENGGUGAT 

sebagaiDirektur Utama PT ENM dengan TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

3.8. Bahwagugatan aquo diajukan PENGGUGAT 

mewakilikepentinganpribadinyasebagaisubjekhukum, 

PENGGUGAT tidakmewakili PT. ENM selakuDirektur Utama PT. 

ENM. Hal mana telahditegaskan oleh PENGGUGAT 

dalamsuratkuasanya dan didalamgugatana quo pada halpertama; 

3.9. Bahwa PENGGUGAT 

sebagaipribaditidakmemilikikepentinganhukumdalamperkaraa 

quokarenaperjanjiandilakukanantara PT. ENM dengan TERGUGAT 

I dan TERGUGAT II. Sekalipun PENGGUGAT 

ikutbertandatangandalamperjanjiana quonamun PENGGUGAT 

bertindakuntuk dan atasnama PT. ENM selakuDirektur Utama PT. 

ENM bukanbertindakuntuk dan atasnamanyasendirisecarapribadi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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3.10. Bahwamenurut M. Yahya Harahap, di dalambukunya yang berjudul 

Hukum Acara Perdatahalaman 111 s.d 136, yang pada 

intinyamengatakan: 

“yangbertindaksebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-

benarmemilikikedudukan dan kapasitas yang tepatmenuruthukum. 

Keliru dan salah bertindaksebagai PENGGUGAT 

mengakibatkangugatanmengandungcacatformil. Cacat formil yang 

timbulataskekeliruanataukesalahanbertindaksebagai PENGGUGAT 

inilah yang dikatakansebagai error in persona”; 

3.11. Bahwaselainitupenegasanperihallegal standing 

dapatdibacasebagaimanaYurisprudensiMahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang 

menyatakan“Gugatandariseseorang yang 

tidakberhakmengajukangugatanharusdinyatakantidakdapatditerima.

”; 

3.12. Bahwakarena PENGGUGAT 

tidakmemilikikepentinganhukumdenganrasio alas hak yang 

dijadikandasarmengajukangugatantelahbatalatautidaksah, 

makaberalasanhukumbagiMajelis Hakim yang memeriksa, 

memutus dan mengadiliperkaraa quountukmenyatakangugatan 

PENGGUGAT tidakdapatditerima (NietOntvankelijkeVerklaard). 

4. GUGATAN KABUR 

4.1. Bahwagugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT 

mengandungketidakjelasan, tidakcermat dan kabur. Hal 

inidisebabkankarenaterdapatdisharmoniantaraposita dan petitum 

pada gugatan PENGGUGAT; 

4.2. Bahwadalampositagugatannya PENGGUGAT 

menguraikanperbuatanhukum yang seolah-olahdilakukan oleh 

dirinyasecara personal, sedangkan di 

dalampetitumnyamemintauntukmembatalkanperjanjiankerjasamaan

tara PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI denganTERGUGAT I 

dan TERGUGAT II; 

4.3. Bahwa PENGGUGAT menyebutkanKreditPinjaman Modal sebesar 

Rp.12.000.000.000,- (dua belasmiliar) dan sharing profit 10 % 

(sepuluhpersen) yaitusebesar Rp.1.200.000.000,- 

(satumiliarduaratusjuta rupiah) antara PENGGUGAT dengan 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT I melalui 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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TERGUGAT II tidakpernahmemberikanKreditPinjaman Modal 

kepada PENGGUGAT secara personal. TERGUGAT I melalui 

TERGUGAT II memberikankreditpinjamankepada PT. ENM pada 

saatitumemangdiwakili oleh PENGGUGAT selakuDirektur Utama 

PT. ENM namunbukankepada PENGGUGAT secara Personal; 

4.4. Bahwa PENGGUGAT 

dalampetitumnyamemintauntukMenyatakantidaksah SPPKM (Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 

Mei 2021, 

sementaradalampositaPenggugattidakpernahmenguraikanhubunga

nhukumantaraPENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

dengan SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 

114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021; 

4.5. Bahwa SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 

114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021 itutidakpernahada, 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

tidakpernahterlibatdalamperjanjiantersebut. 

Bahkanjika yang dirujuk oleh PENGGUGAT 

adalahPerjanjianPinjamanKredit Modal antara PT. ENM dengan 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II makaseharusnya PENGGUGAT 

menyebutkan 2 (dua) Surat Perjanjianyaitu: 

c. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 

sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah) tertanggal 

8 Mei 2021; dan 

d. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/V-2021 

tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- 

(empatmilyar rupiah). 

Namundalamgugatana quo PENGGUGAT jelas-

jelasmenegaskanbahwa PENGGUGAT 

mewakilidirinyasendiribukanmewakili PT Energi Nusantara Mandiri. 

4.6. Bahwa PENGGUGAT jelastidakteliti dan 

tidakcermatinginmembatalkanperjanjian yang tidakpernahada, 

kemudiandengansengajamenarik TERGUGAT II 

sebagaipihakdalamperkarainisementara TERGUGAT II 

samasekalitidakpernahmelihat dan juga 

tidakmemilikihubungandengan SPPKM (Surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 

Mei 2021. (vide: petitumGugatan PENGGUGAT angka 2); 

4.7. Bahwa PENGGUGAT 

dalampetitumnyamemintauntukmenyatakantidaksah Surat 

Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021, sementara PENGGUGAT 

tidakpernahmenguraikanhubunganhukumantara Surat Pernyataana 

quodengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT II, atausetidak-

tidaknya PENGGUGAT menguraikanisidalam Surat 

Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021 tersebutsehingga 

TERGUGAT II dapatmemahami dan mengertiapamaksuddari 

PENGGUGAT inginmembatalkan Surat Pernyataana quo; 

4.8. BahwaberdasarkanYurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 720 

K/Pdt/1997 tertanggal 09 Maret 1999 yang isinyasebagaiberikut: 

“Petitumsuatugugatanharusdidasarkan dan didukung oleh 

positum/dalil-dalilgugatannya yang diuraikansecarajelas, 

sehinggaakannampakadanyahubungan yang berkaitansatusama 

lain denganpetitumnya. Bilamanahubunganantara positum 

denganpetitumtidakadaatautidakjelas, 

makamenjadikangugatantersebutadalahkabur, sehinggamenurut 

Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitasdemikianitu, 

harusdinyatakantidakdapatditerima”; 

4.9. Bahwaberdasaratasuraian di atas dan 

mengacukepadaYurisprudensiMahkamah Agung RI a quo, 

membuktikanjikagugatan PENGGUGAT kabur dan tidakjelas 

(obscuur libel), sehinggagugatan PENGGUGAT 

patutuntukdinyatakantidakdapatditerima (nietontvankelijkverklaard). 

D. DALAM POKOK PERKARA 

12. Bahwa TERGUGAT II menolakseluruhdalil-dalilgugatan PENGGUGAT, 

kecualiterhadaphal-hal yang telahdiakuisecarategas oleh TERGUGAT II; 

13. Bahwamohoneksepsidianggapmenjadisatukesatuandenganjawabandala

mpokokgugatanini; 

14. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyatakantidakbenardalilgugatan 

PENGGUGAT pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan 

“Penggugattelahmenerima/meminjam uang kepada TERGUGAT I yang 

diwakili oleh TERGUGAT II sesuai SPPKM” denganalasan: 

14.1. Bahwa PENGGUGAT mengajukangugatana 

quodalamkapasitashukumnyasebagaipribadibukansebagaiDirektur 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Utama PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI, 

halinisebagaimanadapatditilikdalamuraianSubjek PENGGUGAT 

pada gugatanhalaman 1 yakni PENGGUGAT 

tidakbertindakdalamkapasistashukumnyasebagaiDirektur Utama 

PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI; 

14.2. Bahwa TERGUGAT II tidakpernahmewakili TERGUGAT I 

melakukanperjanjianpinjamankredit modal dengan PENGGUGAT 

(Herman Umar); 

14.3. Bahwa yang pernah TERGUGAT II wakili TERGUGAT I 

dalammelakukanperjanjianpinjamankredit modal adalahdengan PT 

ENERGI NUSANTARA MANDIRI (diwakili oleh 

DirekturUtamanyayakni Herman Umar/ PENGGUGAT); 

14.4. BahwaPerjanjianPinjamanKredit Modal a quo yang 

menunjukkanpihakPeminjam/PenerimaPinjaman Modal 

Kreditadalah PT EenergiNusantara Mandiri yang diwakili oleh 

Direktur Utama Herman Umar (PENGGUGAT) dapatdilihat pada 2 

(dua) Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal dan 1 (satu) 

suratpernyataanDirektur PT Energi Nusantara Mandiri, yakni: 

▪ Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021, 

tertanggal 8 Mei 2021. Dalam suratperjanjiana quodisebutkan 

HERMAN UMAR/PENGGUGAT selakuDirektur PT ENERGI 

NUSANTARA MANDIRI telahmenerimapinjaman uang dari 

TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.4.000.000.000 

(EmpatMiliar Rupiah) terhadappinjamantersebut, PT ENERGI 

NUSANTARA MANDIRI akanmemberikankeuntungan 

Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya; 

▪ Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, 

tertanggal 22 Mei 2021. Dalam suratperjanjiana quodisebutkan 

Herman Umar (PENGGUGAT) selakuDirektur PT energi 

Nusantara Mandiritelahmenerimapinjaman uang dari 

TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.8.000.000.000 

(DelapanMiliar Rupiah), dan  terhadappinjamantersebut, PT 

ENERGI NUSANTARA MANDIRI 

akanmemberikanakanmemberikankeuntungan Rp.800.000.000 

(Delapan Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya; 

▪ Surat PernyataanDirektur Utama PT ENERGI NUSANTARA 

MANDIRI tertanggal 24 Agustus 2021. Dalam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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suratpernyataantersebut, Direktur Utama PT Energi Nusantara 

Mandiriyakni Herman Umar (PENGGUGAT) 

menyatakanakanmembayarkankeuntungansenilai 

Rp1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah) paling 

lambat 3 (tiga) bulansetelahpinjamanpokoksenilai 

Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) dibayarkan. 

14.5. Bahwauntukmenunjukkan yang 

menjadisubjekpenerimapinjaman/peminjam modal kreditadalah PT 

ENERGI NUSANTARA MANDIRI selaintermuatdalam Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 8 

Mei 2021 dan 22 Mei 2021 serta Surat PernyataanDirektur Utama 

PT Energi Nusantara Mandiritertanggal 24 Agustus 2021, dana 

pinjamankredit modal aquo pada proses pengirima dana 

dimaksudkerekening PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI (Bank 

BCA NomorRekening 7245994222); 

15. Bahwa TERGUGAT II menolakdalilgugatan PENGGUGAT angka 2 

halaman 2 bahwa “besarpinjaman yang diperoleh oleh PENGGUGAT 

keseluruhanadalahsebesar Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Miliyar 

Rupiah) untukdipergunakansebagai modal usahadibidangNiaga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) Industri dan Pertambangan di wilayah Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Tengah” sebabsubjek yang 

melakukanperjanjianpinjamankredit modal adalahantara PT ENERGI 

NUSANTARA MANDIRI dan TERGUGAT I (yang diwakili oleh 

TERGUGAT II); 

16. BahwakarenasubjekpeminjamdalamPerjanjianPinjamanKredit Modal 

adalah PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI makaseharusnya 

PENGGUGAT dalammengajukangugatana quobertindakuntuk dan 

atasnama PT Energi Nusantara Mandirisebagaimanakedudukan 

PENGGUGAT dalamaktapendirian PT Energi Nusantara 

MandiriadalahDirektur Utama (vide: aktapendirian Perseroan terbatas PT 

Energi Nusantara MandiriNomor 93 Tanggal 07 September 2015, yang 

dibuat oleh NotarisA.WidyaArungRaya,S.H,M.Kn); 

17. Bahwatidakadanyahubunganhukum proses perjanjiankredit modal antara 

PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dapatdilihat 

pada petitumgugatanangka 2 yang menyatakan “tidaksah SPPKM (Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 

2021”. Permintaan PENGGUGAT melaluigugatannya yang 
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memintapembatalan Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 

114/ENM/14-2021adalah permintaan yang mengada-

adasebabsuratpernjanjiankredit modal tersebuttidakpernahada.  

Perjanjianpinjmaankredit modal antara PT Energi Nusantara 

Mandiridengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, 

terakhirdituangkandalam Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal 

No.114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 Mei 2021 dan Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei 

2021; 

18. Bahwakarenapihak yang melakukanperjanjianpinjamankredit modal 

adalah PT Energi Nusantara Mandiridengan TERGUGAT I melalui 

TERGUGAT II makaseluruhdalil PENGGUGAT 

dalampokokperkaraangka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8  

menjaditidakrelevanuntukdijawab, sehinggaberalasanhukumbagiMajelis 

Hakim yang memeriksaperkara aquo menolakgugatan PENGGUGAT; 

19. Bahwamelaluijawabanini, kami 

menyampaikankronologiskerjasamaperjanjianpinjamankredit modal 

antara PT Energi Nusantara Mandiridengan TERGUGAT I (melalui 

TERGUGAT II) adalahsebagaiberikut: 

▪ Bahwa pada awaltahun 2020, Herman Umar 

dalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama PT. ENM 

menawarkankerjasamakepada TERGUGAT II. 

Tawarantersebutdalambentuk:  TERGUGAT II 

memberikanpenyertaan modal usahasebagaipinjaman/kredit modal 

usahauntukkegiatanNiaga BBM Industri dan Pertambangan PT ENM. 

Sebagaikompensasiataspemberianpinjaman modal tersebut, 

PENGGUGAT menjanjikankeuntungan (sharing profit) 10% 

(sepuluhpersen) kepada TERGUGAT II setiapbulannyadari total 

pinjaman/kredit modal usahakepada PT ENM. Sharing profit 

tersebutakandibayarkansetiapbulannyakepada TERGUGAT II, 

denganketentuansharing profitakanberhentidibayarkanbilamana PT 

ENM telahmelunasipokokpinjamankredit modal usaha yang 

dimaksud; 

▪ Bahwasetelah TERGUGAT II 

pertimbangkankerjasamatersebutakanberjalanlancar dan 

menguntungkan, TERGUGAT II pun tergiuratastawaranDirektur 

Utama PT. ENM (HERMAN UMAR). Selanjutnya TERGUGAT II 
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menghubungikawannya Dodi RomustaSitepu (TERGUGAT I) 

menyampaikanperihaltawaran PENGGUGAT (Direjtur Utama PT 

ENM) dan mengajaknyabergabungikutsertadalampenyertaan modal 

tersebut; 

▪ Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalumemberipinjaman 

(penyertaan modal usaha) kepada PT ENM. Jumlahpinjaman modal 

usaha yang diberikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PT 

ENM sejumlah Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar). Jumlah 

uang tersebutdiserahkan TERGUGAT II kerekening Bank BCA 

Cabang Kendari atasnama PT Energi Nusantara Mandiri No. Rek : 

7245994222 dan Rekening Bank Mandiri Cabang Kendari atasnama 

Herman Umar PENGGUGAT. Penyerahan uang 

tersebutdilakukandengancara transfer dan setorantunai; 

▪ Bahwadari total pinjamankredit modal kepada PT. ENM senilai Rp.13 

Miliaradalah modal bersamaantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. 

Darii total Rp.13 Miliara quo dana (uang) yang bersumberdari 

TERGUGAT I senilai Rp. 1 Miliarsedangkandari TERGUGAT II 

senilai Rp.12 Miliar. 

Meskipundemikianuntukefektifitasperjanjianpinjaman modal kepada 

PT. ENM hanyamenggunakan 1 (satu) pihakdalamhalini TERGUGAT 

I sebagaimanatermuatdalambuktiperjanjian (akandihadirkan pada 

saatpembuktiansurat); 

▪ BahwaPemberianpinjaman modal usahakepada PT ENM 

dilakukanmulaidiberikansejak Agustus 2020 hingga Juni 2021. 

Setiappengiriman uang dilakukan, Direktur Utama PT. ENM 

selaludatangkepada TERGUGAT II 

membuatrevisiperjanjianpinjamankredit modal, dan 

terakhirpernyataanpinjaman modal usahasecarakumulatifsenilai 

Rp.12.000.000.000,00,- (dua belasmiliar rupiah) (vide: Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 

Mei 2021 dan Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-

2021, tertanggal 22 Mei 2021), dan PENGGUGAT selakuDirektur 

Utama PT ENM 

membuatbentuksuratpernyataanakanmengembalikanpinjamankredit 

modal tersebutsebagaimanapernyataantertanggal 24 Agustus 2021; 

▪ Bahwahinggajawabaninidiajukan, PT ENM 

belummengembalikanpokokpinjamankredit modal, 
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namuntelahmambayarkanpembagiankeuntungansejumlah 

Rp.6.940.000.000,- (enammiliarsembilan ratus empatpuluhjuta 

rupiah), denganuraiansebagaiberikut: 

- Dari total pokokpinjamansenilai 13 Miliar, yang 

dikembalikanPokok modal adalahsenilai Rp.1 Miliar. Modal yang 

dikembalikaniniadalahkhususuntukpinjaman modal 

usahapertama kali (Agustus 2020) senilai 1 Miliar; 

- Jumlah Sharing Profit selamamenggunakan modal usaha yang 

bersumberdaripinjamantersebutadalah Rp.5.940.000.000,- (lima 

miliar Sembilan ratus empatpuluhjuta rupiah); 

- Sisa Pinjaman Modal Usaha yang 

dijanjikannamunbelumdikembalikanadalahsebesar 

Rp.12.000.000.000,- (dua belasmiliar rupiah). 

- Sharing profit (pembagiankeuntungan) 

tidakdibayarkansesuaikesepakatanyakni 10 % (sepuluhpersen) 

setiapbulannyadaripokokpinjaman. 

20. Bahwakarena PENGGUGAT beritikadtidakbaik, 

tidakmemilikikepentingan (kedudukanhukum), dan gugatankabur, 

makaberalasanhukumbagimajelis hakim yang memeriksaperkaraa 

quomenyatakangugatantidakdapatditerima (NietOn Van 

KeligdjeVerklaard); 

21. Bahwakarenagugatandiajukantanpaalasanhukum yang jelas dan 

tidakdisertai oleh bukti yang kuat dan menyakinkan, 

berlalasanhukumgugatana quodinyatakan di tolak; 

22. Bahwa oleh karenagugatan PENGGUGAT didasarkanatasbukti yang 

tidaksahatautidakberalasanhukum, makasesuaiketentuanPasal 181 HIR 

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkaraa 

quomenghukum PENGGUGAT untukmembayarbiayaperkara yang 

timbuldariperkaraini; 

BerdasarkanseluruhuraianJawaban, baikdalameksepsimaupunpokokperkara di 

atas, TERGUGAT II memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim yang 

menanganiperkara a quo berkenaanmemeriksa, mengadili dan 

memutusperkaraperdatain litissebagaiberikut: 

III. DALAM EKSEPSI 

- MenerimaEksepsi TERGUGAT II; 

- MenyatakanGugatan Tidak DapatDiterima (NietOn Van 

KeligdjeVerklaard). 
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IV. DALAM POKOK PERKARA 

- Menolakgugatan PENGGUGAT untukseluruhnya; 

- MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkara 

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan 

memutusperkaramempunyaipertimbanganlain, mohonputusan yang seadil -

adilnya (ex aequo et bono). 

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalil-dalilgugatannya, 

Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya telahmengajukanbuktisuratsebagaiberikut: 

P-1 Surat pernyataantertanggal 24 Agustus 2021. Diberitanda P-1. 

P-2 Surat pernyataantertanggal 24 Agustus 2021.Diberitanda P-2. 

P-3 SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114 / ENM / VI-2021, 

Tanggal 8 Mei 2021.Diberitanda P-3. 

P-4 SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114 / ENM / V-2021, 

Tanggal 8 Mei 2021.Diberitanda P-4 

P-5 Daftar Transfer Pengembalian Dana /Modal dan Keuntungan 10% beserta 

Prin Out Bukti Transaksi.Diberitanda P-5. 

P-6 Surat SomasiTertanggal 4 Juni 2022.Diberitanda P-6. 

P-7 Bukti Chat antaraPenggugat dan Notaris.Diberitanda P-7. 

Menimbang, bahwafotokopibuktisurattersebut diatastelahdicocokkan 

didepanPersidanganternyatasesuaidenganaslinya dan 

telahdibubuhimateraisecukupnya, 

sehinggatelahmemenuhisyaratuntukdipertimbangkansebagaialatbukti;  

Menimbang, bahwaselanjutnyaKuasa Hukum Penggugattelah pula 

mengajukansaksi-saksi yang memberikanketerangan di bawahsumpahyaitu:  

1. SAKSI HUSEN dibawahsumpahmenerangkan; 

- Bahwasaksimengetahuiadanyahubunganhutangpiutangantara 

Herman Umar dan Andi Sulolipu. 

- BahwasaksimendampingiPenggugatmenemui Andi Sulolipu di 

kantornya (DPRD). 

- Bahwa pada saatpertemuan di kantorTergugat II 

saksimendengarTergugat II 
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dengantegasmenyuruhPenggugatuntukmembuatpernyataan 

utang di hadapanNotaris SIPRIANUS TRISNO, S.H., M.Kn. 

- Bahwasepulangdarikantor DPRD saksi dan 

PenggugatmenujukantorNotarisuntukmembuatpernyataanhutan

g yang di mintaTergugat II. 

- Bahwasesampai di kantornotarisPenggugat dan 

saksitidakbertemudengannotaris. 

- BahwasaksitidakmelihatPenggugatmenandatanganipernyataan

hutang di hadapannotaris. 

- BahwasaksimenerangkanTergugatmemberipinjaman modal 

kepadaPenggugatdenganbunga 10%/Bulan (Sepuluh Persen 

Per Bulan). 

- Bahwapeggugatseringmembayarhutangnamunterputuspembay

arankarenaterjaditroubel pada usahaPenggugat. 

2. SAKSI ABU BAKAR dibawahsumpahmenerangkan; 

- Bahwasaksimengetahuiadanyahubungan utang piutangantara 

Herman Umar dan Andi Sulolipu. 

- Bahwasaksimengetahuiadanyahubunganhutangpiutangkarenas

aksimelihat dan mendengar dan menyaksikansetiap kali 

penagihhutangsuruhanTergugat II datangmenagihkepada 

Herman Umar. 

- Bahwasaksimenerangkanpernahbertemudengan Dody 

RamostaSitepu (Tergugat I) di Resto/Warkop Nine Teen yang 

pada saatituTergugat I Dody RamostaSitepumengatakan’’ 

diaadalahmantanpreman yang sudahmenjadipendeta’’ dan oleh 

saksimenjawab 

‘’kalaubapakpendetamestinyabapakdoakanpakhermanbiarcepat

membayarhutangnya. 

- BahwasetelahpertemuantersebutPenggugatbersama-

samasaksimencari uang pinjaman dan pada malamitu Pak 

Herman (Penggugat) berhasilmengumpulkan Rp200.000.000 

(Dua Ratus Juta Rupiah) namun para penagihmenolak uang 

tersebutsebab yang merekabutuhkan Rp 2.000.000.000,- (Dua 

Miliar Rupiah). 

- Bahwasetausaksisetiappenagih yang 

datangmenagihselaluberkomplotanataulebihdaritiga orang. 
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- Bahwaseingatsaksipenagihdatangkerumah Pak Herman 

lebihdari dua kali dan 

terakhirsampaimelakukanpenyegelanrumahmilikPenggugat. 

- Bahwasaksimenerangkanbeberapa kali mendampingi Herman 

Umar untukmenemuipenagihutusanTergugat II dan setiap para 

penagiutusandariTergugat II datangPenggugatselalutemui para 

penagih. 

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing 

pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; 

Menimbang, bahwaTergugat1 dan 

Tergugat2gunamenyanggahgugatanPenggugattersebut, melalui Kuasa 

Hukumnyatelahmengajukansuratbuktiberupa:  

T – 1 Foto copy Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021, 

oleh PT. Energi Nusantara Mandirikepada Dodi RamostaSitepu yang 

diwakili oleh Ir. Andi Sulolipu, tertanggal 8 Mei 2021. Diberitanda T1 dan 

T-2. 

T – 2 Foto copy surat Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-

2021, oleh PT. Energi Nusantara Mandirikepada Dodi RamostaSitepu 

yang diwakili oleh Ir. Andi Sulolipu, tertanggal 22 Mei 2021. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 3 Foto copy Surat PernyataanKesanggupanMembayarPinjamanKredit 

Modal sebagaimanatertuangdalam SPPKM Nomor No.114/ENM/VI-2021 

dan SPPKM Nomor No.114/ENM/V-2021 oleh PT. Energi Nusantara 

Mandiri, tertanggal 24 Agustus 2021. .Diberitanda T1 dan T-2. 

T – 4 Foto copy Surat PernyataanKesanggupanMembayarPinjamanKredit 

Modal sebagaimanatertuangdalam SPPKM Nomor No.114/ENM/VI-2021 

dan SPPKM Nomor No.114/ENM/V-2021, oleh PT. Energi Nusantara 

Mandiri, tertanggal 24 Agustus 2021. .Diberitanda T1 dan T-2. 

T – 5 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Agustus 2020. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 6 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan September 2020. 

.Diberitanda T1 dan T-2. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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T – 7 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Oktober 2020. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 8 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulanDesember 2020. 

.Diberitanda T1 dan T-2. 

T – 9 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Januari 2021. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 10 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulanFebruari 2021. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 11Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 29 Maret 

2021 dan RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Maret 2021. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 12 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan April 2021. .Diberitanda T1 

dan T-2. 

T – 13Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 04 Mei 

2021 dan RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 

atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Maret 2021. .Diberitanda 

T1 dan T-2. 

T – 14 Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 10 Mei 

2021 dan RekeningTapres BCA NomorRekening: 0255931313 atasnama 

Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Maret 2021. .Diberitanda T1 dan T-2. 

T – 15 Foto copy Slip PermohonanPengiriman Uang dariRekening BCA Nomor 

0255931313 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU keRekening Bank 

MandiriNomor 1620002879470 atasnama HERMAN UMAR, tanggal 23 

Juni 2021. .Diberitanda T1 dan T-2. 

Menimbang, bahwafotokopibuktisurattersebut diatastelahdicocokkan 

didepanpersidanganternyatasesuaidenganaslinya, 

fotokopibuktitersebuttelahdibubuhimateraisecukupnya, 

sehinggatelahmemenuhisyaratuntukdipertimbangkansebagaialatbukti; 

Menimbang, bahwaselanjutnyaPara Tergugattelah pula 

mengajukansaksi-saksi yang memberikanketerangan di bawahsumpahyaitu:  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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1. Saksi Alimin. telahmemberikanketerangan di 

bawahsumpahdipersidangan, pada pokoknyamenerangkan, 

sebagaiberikut: 

- Saksi mengetahuihubunganantara PENGGUGAT dan 

TERGUGAT II, yakni PENGGUGAT sebagaiDirektur PT. 

ENM meminjam modal kepada TERGUGAT I; 

- Saksi bekerjasebagaiStaf/Driver di Kantor DPRD Kota 

Kendari, saksiseringdimintaitolong oleh para Anggota DPRD 

Kota Kendari tidakterkecuali oleh TERGUGAT II; 

- Bahwasekitartahun 2020 PENGGUGAT pernahdatangke 

Kantor DPRD Kota Kendari menemui TERGUGAT II, 

TERGUGAT II memintasaksiuntukmengantarkan 

PENGGUGAT keruangan TERGUGAT II, 

kemudiansaksidimintakeluar oleh TERGUGAT II; 

- Bahwasetelah PENGGUGAT meninggalkanruangan 

TERGUGAT I, kemudiansaksimengantar TERGUGAT II ke 

BCA di Jl, MT. Haryono;  

- Bahwatujuan TERGUGAT II ke BCA adalahuntukmentransfer 

uang kepada PENGGUGAT, 

saksimengetahuihaltersebutkarenasetelah TERGUGAT II 

kembalikedalammobil, saksimendengar TERGUGAT II 

menelponkepada PENGGUGAT menyampaikan uang sudah 

di transfer; 

- Bahwasetelahitusaksi juga beberapakalimengantar 

TERGUGAT II mentransfer uang kepada PENGGUGAT; 

- Saksi mengetahuijumlah modal yang dipinjam oleh 

PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, karenaseingatsaksi, 

terakhir kali TERGUGAT II mentransfer uang kepada 

PENGGUGAT saksimendengardaripercakapanteleponantara 

TERGUGAT II dengan PENGGUGAT yaitupinjaman Modal 

PENGGUGAT sudahsekitar 10 M; 

- Saksi mengetahuibahwapinjaman modal digunakan 

PENGGUGAT untukmenjalankanusahanya di bidang BBM; 

- saksimendengarpercapakanantara TERGUGAT II dengan 

PENGGUGAT via teleponkarena TERGUGAT II 

seringmenelpon PENGGUGAT di dalammobil;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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- bahwasaksimengetahui PENGGUGAT pernahdatang dua 

kali bertemu TERGUGAT II di kantornya di DPRD Kota 

Kendari; 

- Saksi tidakmengetahuiapakahjikaadapertemuanselain di 

Kantor DPRD Kota Kendari antara PENGGUGAT dengan 

TERGUGAT II; 

- Saksi pernahmendengar TERGUGAT II menelpon 

PENGGUGAT untukmemintakembali modal yang 

dipinjamkankepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT 

tidakmengakuitelahmeminjam uang kepada TERGUGAT II; 

- Setahusaksi, uang TERGUGAT II yang di pinjamkansebagai 

modal kepada PENGGUGAT tidakpernahdikembalikan; 

- Terakhr kali saksimendengar TERGUGAT II menelpon 

PENGGUGAT untukmeminta uang nyakembalisekitartahun 

2021; 

- Saksi mengetahuibahwa TERGUGAT II menelepon 

PENGGUGAT karenasetelahselesaimenelepon, TERGUGAT 

II menyampaikankepadasaksibahwa yang ditelponituadalah 

PENGGUGAT; 

- TERGUGAT II 

memilikikebiasaanuntukmeneleponmenggunakan speaker di 

dalammobil, 

jadisaksidapatmendengarisipercakapantelepondari 

TERGUGAT II; 

- Saksi tidakkenaldengan PENGGUGAT, 

saksihanyatahusajaorangnyakarenapermasalahanini; 

- Saksi tidakmengetahuijikaadaTransferandari PENGGUGAT 

kepada TERGUGAT II; 

- Saksi mengetahui PENGGUGAT 

tidakmengembalikanpinjamannyakepada TERGUGAT II, 

kaenadisampaikansendiri oleh TERGUGAT II 

setelahselesaimenelpon PENGGUGAT; 

- PENGGUGAT datang dua kali ke Kantor DPRD Kota 

Kendari, saksi yang mengantarkankeruangan TERGUGAT II; 

- Saksi tidakmengetahuiisipembicaraandari TERGUGAT II dan 

PENGGUGAT di ruangan TERGUGAT II; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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2. Saksi SUHARTO, telahmemberikanketerangan di 

bawahsumpahdiersidangan, pada pokoknyamenerangkan, 

sebagaiberikut: 

- Saksi kenaldengan PENGGUGAT dan TERGUGAT II, 

saksitidakmengenal TERGUGAT I;  

- Saksi dihadirkan di persidanganiniterkaitmasalah 

PENGGUGAT datangmenemui TERGUGAT II di Kantor 

DPRD Kota Kendari; 

- Saksi bekerjasebagaiStaf di DPRD Kota Kendari sejak 2010, 

saatinisaksibekerjastafkhususuntukdiruangan TERGUGAT II; 

- Saksi kenaldengan PENGGUGAT, saksikenal pada saat 

PENGGUGAT datangke Kantor DPRD Kota Kendari 

menemui TERGUGAT II; 

- PENGGUGAT datangke Kantor DPRD Kota Kendari 

menemui TERGUGAT I sekitar 3 (tiga) kali, setiap kali 

datansaksi yang mengantar PENGGUGAT keruangannya 

TERGUGAT II; 

- PENGGUGAT pertama kali datangsekitarbulan Agustus 

2020, saksitidakmengetahuiisipembicaranantara 

TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, 

karenasetelahmengantar kami di mintameniggalkanruangan; 

- Saksi mengetahui PENGGUGAT meminjam Modal Usaha 

kepada TERGUGAT II, saksidisampaikan oleh TERGUGAT 

II setelah PENGGUGAT pulang. TERGUGAT II 

biasanyaberceritakepadasaksiapabilatamunyasudahpulang; 

- PENGGUGAT datangkeduakalinya di kantor DPRD Kota 

Kendari tahun 2021, bulannyasaksisudahtidakingatlagi. 

PENGGUGAT datangbersamatemannya 2 (dua) orang yang 

saksitidakkenal, jadimerekadatangbertigakeruangan 

TERGUGAT II; 

- Saksi tidakmengetahuiisipembicaraanantara TERGUGAT II 

dengan PENGGUGAT bersama 2 (dua) orang temannya, 

namun TERGUGAT II setelah PENGGUGAT dan 

temannyapulangbaruberceritajikakedatangan Pak 

PENGGUGAT dan 2 (dua) orang 

temannyauntukmemintatenggangwaktupengembalian modal 

pinjamannya;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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- PENGGUGAT datanguntukketigakalinya di Kantor DPRD 

Kota Kendari itumasihditahun 2021 bulan November, 

PENGGUGAT datangbersamatemannya yang bernama 

Husen. Pada pertemuanini, saksidiminta TERGUGAT II 

untuktetapdidalamruangannya; 

- Bahwaisipembicaraandalampertemuanitu PENGGUGAT 

memintatenggatwaktulagikepada TERGUGAT II, 

PENGGUGAT 

memintakeringananwaktukarenaadakendaladalampembayar

annya di urusantambang. PENGGUGAT juga 

memperlihatkan SPK Kargo Nikel untuk PT Energi Nusantara 

Mandiridari Perusahaan Tambang Bososi. Hal 

iniuntukmeyakinkan TERGUGAT II 

bahwamodalnyaakansegeradikemabalikan; 

- PENGGUGAT memiliki Perusahaan yaitu PT. Energi 

Nusantara Mandiri yang bergerak di bidangtransportir BBM; 

- Saksi mengetahui PENGGUGAT memilikiperusahaan, yaitu 

pada tanggal 24 Agustus 2021 saksidiminta oleh 

TERGUGAT II untukmengambil Surat Pernyataan 

PENGGUGAT di Kantor Notaris di 

Mandongadisampingapotik;  

- Saat saksimengambil Surat Pernyataan PENGGUGAT, 

saksidiminta oleh TERGUGAT II untukmelihat dan 

memeriksa Surat Pernyataantersebutsudahditandatangani 

oleh PENGGUGAT. Disitusaksidapatmemastikanbahwa 

PENGGUGAT tertulissebagaiDirektur PT Energi Nusantara 

Mandiri; 

- Saksi diperlihatkandihadapanpersidangan Bukti T-3 dan T-4 

saksimengetahuibahwasurat yang 

ditunjukankepadanyaadalah Surat Pernyataan yang 

samadengan yang saksiambildarikantornotaris; 

- Setelahmengambil Surat Pernyataan PENGGUGAT di 

Kantor Notaris, saksidiminta TERGUGAT II untukmenyimpan 

Surat Pernyataantersebut; 

- Bahwadalampernyataantersebutdapatsaksijelaskanbahwa 

PENGGUGAT sebagaiDirektur PT Energi Nusantara 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Mandirimeminjam Modal Usaha kepada TERGUGAT II 

untukmenjalankanusahanyasebagaitransportir BBM; 

3. Saksi LA ODE MUHAMMAD DZULFIJAR, 

telahmemberikanketerangan di bawahsumpahdipersidangan, 

pada pokoknyamenerangkan, sebagaiberikut: 

- Bahwasaksimengenal HERMAN UMAR/PENGGUGAT dan 

Ir. ANDI SULOLIPU/TERGUGAT II 

tetapiterhadapkeduanyasaksitidakmemilikihubunganpekerjaa

nmaupunhubungankeluarga. Sedangkandengan DODI 

RAMOSTA SITEPU/TERGUGAT I saksitidakkenal; 

- Bahwasaksitidakmengetahuisecaradetilpermasalahanperdat

aantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan 

TERGUGAT II. Saksi 

hadirdipersidanganhanyauntukmemberikankesaksiannya 

pada peristiwatanggal 4 Juni 2022 dimanasaksi dan sdr. 

NAIM diutus oleh TERGUGAT II berkunjungkerumah 

PENGGUGAT yang berada di 

daerahKonaweuntukmenyampaikanbahwaadakewajiban 

yang harusdipenuhi oleh PENGGUGAT. Namun pada saatitu 

PENGGUGAT 

menyampaikannantiiaakanberkunjungkekendariuntukmenem

uisaksi dan sdr. NAIM. 

Selanjutnyasaksitidakmengetahuiapakah PENGGUGAT 

memangdatangberkunjungke Kendari menemuisdr. NAIM 

ataukahtidaksebabsaksisudahtidakdihubungilagi oleh sdr. 

NAIM; 

- Bahwasaatsaksi dan sdr. NAIM berkunjungkerumah 

PENGGUGAT, disanasudahterdapat 4 (empat) orang 

anggotadari PENGGUGAT; 

- Bahwa pada saatpersiapanmenujurumah PENGGUGAT sdr. 

NAIM sempatmenunjukan Surat Perjanjian dan Surat 

Pernyataankepadasaksi yang salah 

satunyamenerangkantentangjumlahpinjaman modal usaha 

PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

senilai 4 miliardenganbagikeuntungan 10%; 

- Bahwa pada perjanjian yang lain 

menerangkanjumlahpinjaman PENGGUGAT kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai 8 miliar, 

sehinggajikaditotalsecarakeseluruhanpinjaman 

PENGGUGAT adalah 12 miliar; 

- Bahwasaksitidakmengetahuipinjaman modal tersebut oleh 

PENGGUGAT dipergunakanuntukkepentinganapa; 

- Bahwaberdasarkanperjanjianpinjaman modal usaha 

PENGGUGAT meminjam modal usahakepada TERGUGAT I 

dan TERGUGAT II bukanmenggunakannamapribadi, tetapi 

PENGGUGAT bertindakatasnamadirekturutama PT. Energi 

Nusantara 

Mandirisekalipundalamperjanjiantidakmenuliskanfrasa 

“bertindakuntuk dan atasnama PT. ENM”. 

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing 

pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;  
 

Menimbang, bahwaselanjutnyaPenggugat dan Para Tergugat masing-

masing melalui Kuasa Hukumnyamengajukankesimpulantertanggal28 Agustus 

2023;  

Menimbang, bahwaselanjutnyamengutipsegalasesuatu yang 

tercantumdalam Berita Acara 

Persidanganuntuksingkatnyadianggapturutdipertimbangkandalamputusanini;  

Menimbang, bahwaselanjutnya para pihaktidakmengajukansesuatulagi 

dan mohonputusan;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwamaksud dan 

tujuangugatanPenggugatadalahsebagaimanadiuraikantersebut di atas; 

Menimbang, bahwaTergugat1 dan Tergugat 2 

selainmenyangkalkebenarangugatanPenggugat, juga mengajukanEksepsi, 

makaEksepsitersebutharusdiputusterlebihdahulu; 

Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwaKuasa Hukum Tergugat1 dan Tergugat 2 

telahmengajukaneksepsi-eksepsidalamjawabannya tertanggal 17 Mei 2023, 

yang pada pokoknya menyatakan:  

1. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK/TIDAK BERITIKAD BAIK 

- Bahwasebelumpemeriksaanpokokperkarapersidangangugatan/per

mohonanPerdatakhususnya pada Pengadilan Negeri, 
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diwajibkanbagi Para 

Pihakuntukterlebihdulumenyelesaikanpermasalahanmelaluijalurme

diasi yang dibantu oleh seorang mediator. Wajibnya proses 

mediasia 

quosecaraimperativediaturdalamketentuanPeraturanMahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi Di 

Pengadilan (PERMA Mediasi); 

- Bahwain casutelahdilaksakan 1 (satu) kali proses mediasi oleh 

mediator yakni pada tanggal 5 April 2023. Upaya 

mediasitersebutgagalkarenatidaktercapaikesepatakansertapihakpri

nsipal PENGGUGAT tidaksekalipunhadir. Padahal, para pihak yang 

berperkaradiwajibkanhadirsecaralangsungmengikutimediasi, 

sebagaimanaketentuanPasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi, diatur: 

- Bahwaselanjutnya, melaluieksepsiini kami sampaikanbahwasaat 

proses mediasiberlangsung, PENGGUGAT hanyadiwakili oleh 

Kuasa Hukumnyadenganmenggunakan Surat Kuasa 

Khusustertanggal 12 Februari 2023 atausuratkuasa yang sama 

yang digunakanuntukmengajukangugatanperkaraa quo, 

bukansuratkuasabaru yang sifatnyakhususuntukmenghadirimediasi 

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) 

- BahwaPENGGUGAT 

tidakmemilikikepentinganataukedudukanhukum(legal standing in 

persona)untukmengajukangugatandalamperkara aquo; 

- Bahwa PENGGUGAT dalammelakukanPerjanjianPinjamanKredit 

Modal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

bukansebagaipribadinya, melainkanmewakili PT. Energi Nusantara 

MandiridalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama PT. Energi 

Nusantara Mandiri; 

- Bahwagugatana quodiajukan PENGGUGAT 

mewakilikepentinganpribadinyasebagaisubjekhukum, 

PENGGUGAT tidakmewakili PT ENM selakuDirektur Utama PT. 

ENM. Hal man telahditegaskan oleh PENGGUGAT 

dalamsuratkuasanya dan didalamgugatana quo pada halpertama; 

- Bahwa PENGGUGAT 

sebagaipribaditidakmemilikikepentinganhukumdalamperkaraa 

quokarenaperjanjiandilakukanantara PT. ENM dengan TERGUGAT 
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I dan TERGUGAT II. Sekalipun PENGGUGAT 

ikutbertandatangandalamperjanjiana quonamun PENGGUGAT 

bertindakuntuk dan atasnama PT. ENM selakuDirektur Utama PT. 

ENM bukanbertindakuntuk dan atasnamanyasendirisecarapribadi; 

- Bahwakarena PENGGUGAT 

tidakmemilikikepentinganhukumdenganrasio alas hak yang 

dijadikandasarmengajukangugatantelahbatalatautidaksah, 

makaberalasanhukumbagiMajelis Hakim yang memeriksa, 

memutus dan mengadiliperkaraa quountukmenyatakangugatan 

PENGGUGAT tidakdapatditerima (NietOntvankelijkeVerklaard). 

3. GUGATAN KABUR 

- Bahwagugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT 

mengandungketidakjelasan, tidakcermat dan kabur. Hal 

inidisebabkankarenaterdapatdisharmoniantaraposita dan petitum 

pada gugatan PENGGUGAT; 

- Bahwadalampositagugatannya PENGGUGAT 

menguraikanperbuatanhukum yang seolah-olahdilakukan oleh 

dirinyasecara personal, sedangkan di 

dalampetitumnyamemintauntukmembatalkanperjanjiankerjasamaan

tara PT Energi Nusantara MandiridenganTERGUGAT I dan 

TERGUGAT II; 

- Bahwa PENGGUGAT menyebutkanKreditPinjaman Modal sebesar 

Rp. 12.000.000.000,- (dua belasmiliar) dan sharing profit 10 % 

(sepuluhpersen) yaitusebesar Rp. 1.200.000.000,- 

(satumiliarduaratusjuta rupiah) antara PENGGUGAT dengan 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT I melalui 

TERGUGAT II tidakpernahmemberikanKreditPinjaman Modal 

kepada PENGGUGAT secara personal. TERGUGAT I melalui 

TERGUGAT II memberikankreditpinjamankepada PT. ENM pada 

saatitumemangdiwakili oleh PENGGUGAT selakuDirektur Utama 

PT. ENM namunbukankepada PENGGUGAT secara Personal; 

- Bahwa PENGGUGAT 

dalampetitumnyamemintauntukMenyatakantidaksah SPPKM (Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 

Mei 2021, 

sementaradalampositaPenggugattidakpernahmenguraikanhubunga

nhukumantara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

Disclaimer
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dengan SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 

114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021; 

- Bahwa SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 

114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021 itutidakpernahada, 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II 

tidakpernahterlibatdalamperjanjiantersebut. 

Bahkanjika yang dirujuk oleh PENGGUGAT 

adalahPerjanjianPinjamanKredit Modal antara PT ENM dengan 

TERGUGAT I dan TERGUGAT II makaseharusnya PENGGUGAT 

menyebutkan 2 (dua) Surat Perjanjianyaitu: 

a. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 

sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah) tertanggal 

8 Mei 2021; dan 

b. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/V-2021 

tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- 

(empatmilyar rupiah). 

Namundalamgugatana quo PENGGUGAT jelas-

jelasmenegaskanbahwa PENGGUGAT 

mewakilidirinyasendiribukanmewakili PT Energi Nusantara Mandiri. 

- Bahwa PENGGUGAT jelastidakteliti dan 

tidakcermatinginmembatalkanperjanjian yang tidakpernahada, 

kemudiandengansengajamenarik TERGUGAT I 

sebagaipihakdalamperkarainisementara TERGUGAT I 

samasekalitidakpernahmelihat dan juga 

tidakmemilikihubungandengan SPPKM (Surat 

PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 

Mei 2021. (vide: petitumGugatan PENGGUGAT angka 2); 

- Bahwa PENGGUGAT 

dalampetitumnyamemintauntukmenyatakantidaksah Surat 

Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021, sementara PENGGUGAT 

tidakpernahmenguraikanhubunganhukumantara Surat Pernyataana 

quodengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I, atausetidak-

tidaknya PENGGUGAT menguraikanisidalam Surat 

Pernyataantertanggal 24 Agustus 2021 tersebutsehingga 

TERGUGAT I dapatmemahami dan mengertiapamaksuddari 

PENGGUGAT inginmembatalkan Surat Pernyataana quo; 
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Menimbang, bahwaataseksepsidari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, 

Kuasa Hukum Penggugattelahmenanggapi dalam repliknya dan Kuasa Hukum 

Tergugatmenanggapi pula dalamdupliknya; 

Menimbang, bahwaterhadapeksepsi-eksepsi Kuasa Hukum 

Tergugattersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkansebagaiberikut: 

Menimbang, bahwaterhadapalasaneksepsi point 1 yang 

menyatakangugatanPenggugatberitikadburukatautidakberitikadbaik, dengan 

alasanbahwasaat proses mediasiberlangsung, PENGGUGAT hanyadiwakili 

oleh Kuasa Hukumnyadenganmenggunakan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 

Februari 2023 atausuratkuasa yang sama yang 

digunakanuntukmengajukangugatanperkaraa quo, bukansuratkuasabaru yang 

sifatnyakhususuntukmenghadirimediasi, MajelisHakim 

akanmempertimbangkansebagaiberikut:  

Menimbang, bahwaterhadapeksepsitersebutMajelis Hakim 

mempertimbangkanbahwa Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2023 

dimanadalamsuratkuasakhusus yang 

dibuatantaraPenggugatselakupihakpemberikuasadengankuasahukumnyaselak

upihakpenerimakuasatelahdenganjelasmenyebutkanisidarisuratkuasauntukmen

ghadirimediasi dan berhakmencari dan 

menemukancarapenyelesaiansecaraperdamaian dan 

diakhirsuratditambahdenganklausula yang 

berisipenerimakuasaberhakmelakukansegalatindakan yang 

menguntungkanpemberikuasasepanjangtidakbertentangandenganundang-

undang. 

sehinggadenganalasanitulahPenggugattidakdapatdikualifikasisebagaipihak 

yang tidakberitikadbaik. 

Menimbang, 

bahwadarilaporanmediasiternyatatidaktercapaikesepakatanantaraPenggugat, 

Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehinggaperkara a quo 

dilanjutkandalampersidangan. 

sehinggaPenggugatbukanlahkulifikasidariPenggugattidakberitikadbaik/ 

beritikadburuksehinggasudahberalasanhukumeksepsiTergugat Idan 

TergugatIIuntukditolak.  

Menimbang, bahwaterhadapeksepsi Point 2 Yang 

menyatakanPenggugattidakmemilikikepentinganataukedudukanhukum(legal 

standing in persona)untukmengajukangugatandalamperkara aquo, 

PenggugatdalammelakukanPerjanjianPinjamanKredit Modal denganTergugat1 
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dan Tergugat2bukansebagaipribadinya, melainkanmewakili PT. Energi 

Nusantara MandiridalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama PT. Energi 

Nusantara Mandiri. 

Menimbang, bahwaterhadapeksepsitersebutMajelis hakim 

telahmemperhatikandalam Surat Kuasa Khusustertanggal 12 februari 2023 dan 

Surat Gugatantertanggal 15 Februari 2023, 

PenggugatsebagaipribadibukansebagaiDirektur Utama ataumewakili PT. Energi 

Nusantara MandiridimanadalammelakukanPerjanjianPinjamanKredit Modal 

denganTergugat1 dan Tergugat2bukansebagaipribadinya, melainkanmewakili 

PT. Energi Nusantara MandiridalamkapasitasnyasebagaiDirektur Utama PT. 

Energi Nusantara Mandiri; 

Menimbang, bahwagugatana 

quodiajukanPenggugatmewakilikepentinganpribadinyasebagaisubjekhukum, 

Penggugattidakmewakili PT Energi Nusantara MandiriselakuDirektur Utama PT. 

Energi Nusantara Mandiri. Hal manatelahditegaskan oleh PENGGUGAT 

dalamsuratkuasanya dan didalamgugatana quo; 

Menimbang, 

bahwaPenggugatsebagaipribaditidakmemilikikepentinganhukumdalamperkaraa 

quokarenaperjanjiandilakukanantara PT. EnergiNusantara 

MandiridenganTergugat1 dan Tergugat2. 

SekalipunPenggugatikutbertandatangandalamperjanjiana 

quonamunPenggugatbertindakuntuk dan atasnama PT. EnergiNusantara 

MandiriselakuDirektur Utama PT. EnergiNusantara Mandiribukanbertindakuntuk 

dan atasnamanyasendirisecarapribadi; 

Menimbang, bahwalegal standing 

dapatdibacasebagaimanaYurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang 

menyatakan“Gugatandariseseorang yang 

tidakberhakmengajukangugatanharusdinyatakantidakdapatditerima.”; 

Menimbang, bahwaterhadapeksepsiTergugat1 dan 

tergugat2mengenaiPenggugattidakmemilikikepentinganataukedudukanhukum(l

egal standing in persona)beralasanuntukdikabulkan. 

Menimbang, bahwa oleh karenaalasaneksepsi point 2Para 

Tergugatberalasanuntukdikabulkan, 

makauntukalasaneksepsiselebihnyatidakperludipertimbangkanlagi;  

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan di atas, Majelis Hakim 

berpendapat oleh karenaeksepsiTergugat yang 
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menyatakanPenggugattidakmemilikikepentinganataukedudukanhukum(legal 

standing in persona)dikabulkan, 

makagugatanPenggugatharuslahdinyatakantidakdapatditerima 

(NietOntvankelijkeVerklaard);  

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa oleh 

karenaeksepsiTergugatdikabulkanmakamengenaipokokperkaratidakperludiperti

mbangkanlagi; 

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut 

diatasmakaGugatanPenggugatharuslahdinyatakantidakdapatditerima 

(NietOntvankelijkeVerklaard); 

Menimbang, bahwa oleh 

karenaGugatanPenggugatdinyatakantidakdapatditerimamakaPenggugatdihuku

muntukmembayarbiayaperkara yang hinggasaatiniditetapkan sejumlahRp.   

711.000,00 (tujuh ratus sebelasribu rupiah); 

Memperhatikanperaturanperundang-undangan yang berlaku dan 

berkaitandenganperkaraini; 

M E N G A D I L I 

Dalam Eksepsi 

- MengabulkanEksepsiPara Tergugat;  

Dalam PokokPerkara 

1. MenyatakangugatanPenggugattidakdapatditerima;  

2. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkara yang 

timbuldalamperkaraini yang hinggasaatiniditaksirsejumlah Rp. 711.000,00 

(tujuh ratus sebelasribu rupiah); 

DemikiandiputuskandalamRapatPermusyawaratanMajelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Kamistanggal7 September 2023 oleh 

KamiArief Hakim Nugraha, S.H., M.H.,selaku Hakim KetuaSidang,Wahyu 

Bintoro, S.H.danNursinah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, 

putusan mana diucapkandalampersidangan yang terbukauntukumum pada 

hariSelasatanggal12 September 2023 oleh Mejelis Hakim 

tersebutdengandibantu oleh Putu NovainiUlandari, 

S.H,selakuPaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan 

telahdikirimsecaraelektronikmelaluisisteminformasipengadilan pada hariitu juga;  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 46dari 46HalamanPutusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi. 

 

 

 Hakim Anggota, Hakim KetuaSidang, 

  

 Ttd Ttd  

 Wahyu Bintoro, S.H. Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. 

  

 Ttd 

  Nursinah, S.H., M.H. 

 

PaniteraPengganti, 

 

Ttd 

Putu NovainiUlandari, S.H. 

 

 

 

Perincian Biaya: 

- BiayaPendaftaran Rp.30.000,00     

- Biaya Proses/ATK Rp.     50.000,00 

- BiayaPanggilan Rp. 511.000,00 

- Biaya PNBP Panggilan Rp.       20.000,00 

- BiayaSumpah Rp.     80.000,00 

- Materai Rp.10.000,00 

- Redaksi Rp.10.000,00  + 

Jumlah Rp.  711.000,00  

Terbilang(tujuh ratus sebelas ribu rupiah) 
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